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TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 ayat 117 pasal 1 dan 3 bahwa
Forum Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat
Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka
penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi
dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan
Renstra Perangkat Daerah, maka untuk penyempurnaan
penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
Tahun 2027 maka perlu dibahas dengan pemangku kepentingan
dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah guna
memperoleh saran dan pertimbangan.

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu
diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Selatan tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Tahun 2027 di Lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25), Sebagaimana telah di ubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di
Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2755);

2.  Undang-Undang Nomor 25 tentang 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor II Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Perencanaan (RPJPD, RPJMD,
RKPD) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021
tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Juknis Musrenbang RKPD;

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas
Perhubungan;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 . tanggal 30 Desember 2025;

Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor

000.7.2/27 /Bapperida/2026 Tanggal 26 Februari 2026 Perihal
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2027.

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panita Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Tahun 2027
di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2026, Panitia dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Panitia Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah sebagaimana yang di
maksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

Menyusun rencana pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah
disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi
Daerah.

Menyiapkan dan menyampaikan udangan peserta Forum Perangkat
Daerah.

Menyiapkan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, data dan
bahan-bahan serta administrasi yang diperlukan untuk dibahas
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dalam Forum Perangkat Daerah, seperti daftar hadir, notulen rapat,
dokumetasi, dan bahan pendukung lainnya.

d. Menyiapkan dan menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkanya keputusan ini di
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas
Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 04 Maret 2026
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

ZONI ELDO, SSTP, M.A
Pemibina Tk. I (IV/Db)
NIP. 19841008 200312 1 003
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

000.7.2/10/DISHUB/2026

04 Maret 2026

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANAAN FORUM
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Panitia Pelaksanaan Forum Perangkat Tahun 2027 Daerah
di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2026
KEDUDUKAN
NO NAMA/NIP JABATAN DALAM
KEPANITIAN

1. ZONI ELDO, SSTP, M.A Kepala Dinas Ketua
19841008 200312 1 003

2. SYAFRINO, SAP. M.I.LKom | Kepala Bidang Pengembangan Sekretaris
19840430 200501 1 002 | dan Keselamatan

3. ADMAI DEDI, ST, M.Si Kepala Bidang Lalu Lintas dan Anggota
19750516 200701 1 005 | Angkutan

4. AFRIANDI, SH, MH Kepala Bidang Prasarana Anggota
19720402 199303 1 004

5. GUSRIDA YENTI, AMd Kepala Sub Bagian Perencanaan, Anggota
19780403 200902 2 002 | Keuangan dan Pelaporan

6. VERAWATI, S.Sos Kepala Sub Bagian Umum dan Anggota
19760605 200801 2 029 Kepegawaian

7. EDDY RICARDO, SH Kepala Seksi Lalu Lintas Anggota
19690514 200604 1 003

8. AFFANDI, S.Sos Kepala Seksi Angkutan Anggota
19780928 200701 1 005

9. DEDI HARISANDU, S.E Kepala Seksi Pembangunan Anggota
19850131 200801 1 003 Prasarana

10. | NOFRIZON, S.Sos Kepala Seksi Pemaduan Moda Anggota
19711106 200701 1 002 dan Teknologi Perhubungan

11. | RENO EFFENDI, S.Sos Kepala Seksi Keselamatan Anggota
19801115 200701 1 003

12. | ANWAR, S.Sos Perencana Ahli Muda Anggota
19721221 200701 1 001

13. | YENDRA RIVAI, ST Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota
19730307 200701 1 008

14. | SYAFNIDA, SH Analis Kebijakan Ahli Muda Anggota
19740913 200701 2 005

15. | ADHITIA PRATAMA RIZA, | Pengawas Transportasi Anggota
S.M.
19970621 202012 1 006
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KEDUDUKAN

NO NAMA/NIP JABATAN DALAM
KEPANITIAN
16. | HUSAIN ABDUS SALAM, Petugas Transportasi Anggota

A.Md. LLAJ
19901214 202203 1 001
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